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PUT USAN
NOMOR 213/B/2017/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa
dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah

menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam sengketa antara ;----------------

| KETUT WIRTEN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal Banjar
Dinas Tegal Sari, Desa Sumberkima, Kecamatan
Gerokgak, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya
disebut sebagai:--PEMBANDING/PENGGUGAT ;-

MELAWAN :

BUPATI BULELENG, Berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1
Singaraja, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor
180/3348/HK/2017 tanggal 12 Juni 2017, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada : ---------------------
1. GEDE INDRIA, S.H,M.H ; =rmemmemmemm e ceen e
2. KETUT SUARTANA, S.H | --rnormermmmemmeoem e cmn
3. NI MADE SUMIATI, S.H | --r-mrememmmmemcmm e e
yang selanjutnya di sebut sebagai : -------------------

---------------------------- TERBANDING/TERGUGAT ;

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

EOISEDUL e e e o e e e

Telah MemMbACA  i----mmmmmmmmmm e e oo e e e e e
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1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 213/PEN/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 27 Nopember 2017
tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa
dan memutus perkara banding Nomor 213/B/2017/PT.TUN.SBY.
tanggal 27 Nopember 2017 j------mmmmmm s s e oo e e e

2. Berkas Perkara Nomor 14/G/2017/PTUN.DPS. (Bundel A) beserta
seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----------=----==- === =-=- - --

3. Berkas Perkara Nomor 213/B/2017/PT.TUN.SBY. (Bundel B)
beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;--------------------

4. Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor
14/G/2017/PTUN.DPS. tanggal 19 September 2017 yang disahkan
oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 22
Nopember 2017 sebagaimana termuat dalam Bundel B;----------------

5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 213/B/2017/PT.TUN.SBY.

tanggal 16 Januari 2018 tentang Hari Sidang;-----------=-======== === === -
TENTANGDUDUK SENGKETA:

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar Nomor 14/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 19 September 2017
dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai
DeriKUL: —-mmmmmmm e oo e e e e e e

MENGADILI
. DALAM EKSEPSI:
- Menolak Eksepsi Tergugat;------=-==-== === == ommmmm s oo e
I. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;----------------------
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- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 337.500,- (tiga ratus tiga puluhtujuh ribu limaratus

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa,
tanggal 19 September 2017 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa

TEIQUQAL | ==mmmmmmmmm e e oo oo e e e e e e e e s

Bahwa Kuasa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Nomor 14/G/2017/PTUN.DPS, sesuai dengan Akta Permohonan Banding
tertanggal 22 September 2017, dan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat sesuai Surat
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 14/G/2017/PTUN.DPS,
tanggal 26 September 2017 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

DENPASAN ; =mmmmmmr e o e oo o e o e

Bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori
banding tertanggal 22 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 27 Oktober 2017
dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 30
Oktober 2017, sedangkan inti memori banding Pembanding / Penggugat
tersebut adalah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya untuk mengadili sendiri serta menjatuhkan
putusan dengan amar sebagai berikut ; -----=---=====mmmemmmrm o e

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding PEMBANDING/PENGGUGAT ;---
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2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Nomorl14/G/2017/PTUN.DPS Tanggal 19 September 2017 ;------------
MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi TERGUGAT ;------mmnmmmmmm mmm s oo o e o oo

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugatuntuk seluruhnya ;-------------=-==-------

2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara
berupa surat keputusan Bupati Buleleng Nomor 887/708/HK/2016,
Tanggal 26 September 2017 tentang pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negetri Sipil ;--------------= == oo emm e oo

3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara
berupa surat keputusan Bupati Buleleng Nomor 887/708/HK/2016,
Tanggal 26 September 2016 tentang pemberhentian tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;--------=======m=mmsmmmm oo oo

4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara

Bahwa Terbanding / Tergugat telah mengajukan kontra memori
banding tertanggal 30 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 11 Desember
2017 dan telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat pada
tanggal 12 Desember 2017, sedangkan inti kontra memori banding
Terbanding / Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk memutus
dengan amar sebagai berikut; ------==-mmmm e e e e e

Mengadili :
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1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat:

| KETUT WIRTEN tersebutuntuk seluruhnya; --------------=--= == coccee oo

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Nomor 14/G/2017/PTUN. Dps., tanggal 19 September 2017;--------------
3. Menghukum Pembanding semula Penggugatuntuk membayar segala

biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan.

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi
kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage)
sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor

14/G/2017/PTUN.DPS, masing-masing tertanggal 23 Oktober 2017 ; -------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar Nomor 14/G/2017/PTUN.DPS tanggal 19 September 2017
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh

Penggugatdan Kuasa Tergugat; -----------========m=mmmmmmmm o com oo oo oo

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 September 2017
Pembanding / Penggugat telah menyatakan banding sesuai dengan Akta
Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar, maka permohonan banding tersebut diajukan masih
dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana menurut

ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
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tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan

banding tersebut secara formal dapat diterima ; ---------------- === === == ermmcem o

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkara
pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 14/G/2017/PTUN.DPS tanggal 19
September 2017, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara
Sidang, bukti-bukti surat, saksi-saksi dari kedua belah pihak serta surat-
surat lainnya yang terikat dengan sengketa ini, maka dalam rapat
musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018
telah dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan
sebagai berikut : -----m-mmmmmm e e e e

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding
mencermati secara seksama memori banding dari Pembanding /
Penggugat tersebut ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat
melemahkan pertimbangan hukum sehingga dapat membatalkan putusan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor
14/G/2017/PTUN.DPS, tanggal 19 September 2017 tersebut, tetapi
sifatnya berupa pengulangan yang disampaikan oleh Pembanding /
Penggugat dalam memori bandingnya, maka dengan demikian memori
bandingnya tidak dipertimbangkan lagi, oleh karenanya layak

dikesampingKan ; =-------m====mmm o e o e e

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam menjatuhkan
putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam memutus perkara
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tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara
ini di tingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar Nomor 14/G/2017/PTUN.DPS tanggal 19 September 2017

haruslah dikuatkan ; --=---=====mmms e o e e e e

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding,
maka Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah
sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di
kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; ------

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang

terkait dengan sengketa ini; --------=-mmmmm oo e e e e e
MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding /
Penggugat; ---------==-mmmm e -

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar Nomor 14/G/2017/PTUN.DPS tanggal 19
September 2017, yang dimohonkan banding tersebut; ---------

- Menghukum Pembanding /Penggugat untuk membayar biaya

perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat
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banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima

puluh ribu rupiah ) ; -------==--mmm e

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa,
tanggal 16 Januari 2018, oleh kami H. ISHAK LANAP, SH., selaku
Hakim Ketua Majelis, NURMAN SUTRISNO, SH.M.Hum dan
MOHAMMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., M.H., masing-masing selaku
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi
oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUKADI, SH.
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa
atau Kuasanya ; =-==========m==m==fe mmm e oot mem cmm e o e e e e e e e e e

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

1. NURMAN SUTRISNO, SH.,M.Hum. H.ISHAK LANAP, SH.

2. MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., M.H.

Penitera Pengganti,

SUKADI SH.
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Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi..... Rp. 76.500,-
2. Meterai Putusan......................... Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan......................... Rp. 5.000,-

4. Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 162.500,-

Jumlah Rp. 250.000,-

( Duaratus lima puluh ribu rupiah)
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